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Abstrak

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif. Proses awal
penelitian dilakukan dengan membagikan kuesioner penelitian, observasi, dan dokumentasi
di Kabupaten Mamuju, pengolahan data itu dimulai dengan analisis deskriptif dan analisis
statistik inferensial. Hasil penelitian menemukan bahwa kepercayaan publik berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini mengandung arti
bahwa kepercayaan publik menjadi faktor penentu Kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi
atau semakin meningkat kepercayaan publik yang diberikan akan meningkatkan kepatuhan
wajib pajak. Hasil tersebut disebab karena kepercayaan publik yang diterima masyarakat
diapresiasi positif oleh responden. Sebagaimana terlihat dalam penilaian responden tabel 4.1
diatas yaitu Kepercayaan publik memperoleh penilaian rata-rata diatas enam puluh persen
yang mengandung arti responden memberikan penilaian baik pada kepercayaan publik di
kabupaten Mamuju
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PENDAHULUAN

Selama beberapa dekade terakhir dunia mengalami empat transformasi besar
yaitu globalisasi, demokratisasi, informasi dan teknologi komunikasi. Perubahan
tersebut turut membangun kesadaran publik dan merubah persepsi publik terhadap
pemerintah. Kompleksitas kebutuhan dan mobilitas yang tinggi, meningkatkan
tuntutan publik terhadap pemerintah. Ketidak mampuan pemerintah memenuhi
espektasi publik mengakibatkan persepsi publik terhadap pemerintah cenderung
negatif. Salah satu konsekuensiya yaitu turunnya kepercayaan publik terhadap
pemerintah (Cheema, 2010: 3). Ketika harapan publik tidak sesuai dengan kenyataan,
ketidakpercayaan masyarakat sangat mudah terbentuk. Kepercayaan publik bukan
suatu hal yang datang dengan sendirinya namun sesuatu yang bersifat sangat
dinamis dan harus dikelola (Dwiyanto, 2011: 440). Kepercayaan publik merupakan
variablel penting terwujudnya good governance. Kepercayaan menghasilkan
legitimasi publik yang dapat menciptakan modal sosial bagi pemerintah yang
digunakan sebagai instrumen untuk mendapatkan dukungan politik maupun sosial
dalam aktivitas pemerintah.

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara, digunakan untuk
membiayai belanja negara dan pembangunan nasional dengan tujuan mencapai
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Secara normatif Pajak merupakan iuran
wajib kepada Negara yang terutang oleh wajib pajak menurut undang-undang,
dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung, dimana penggunaannya
adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan
keperluan penyelenggaraan pemerintahan dan belanja Negara.

Dominasi pajak dalam penerimaan negara harus disambut baik, karena
melalui pajak kemandirian bangsa Indonesia dalam membiayai pembangunan dan
pemerintahannya diharapkan dapat tercapai. Segala biaya pembangunan dan
pengembangan yang dilakukan oleh negara berasal dari masyarakat sendiri, bukan
berasalkan bantuan dari negara lain. Keadaan ini berdampak pada kemandirian
negara yang lebih kuat sehingga negara tidak bergantung pada negara lain dalam
pembiayaan pembangunan dalam negaranya (Sumadi, 2005). Salah satu sumber
penerimaan dalam negeri yang cukup dominan adalah penerimaan pajak (Kartawan
dan Kusmayadi, 2002).

Penerimaan pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, penerimaan
pajak digunakan untuk pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Penerimaan
dari sektor pajak diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada utang luar
negeri serta membangkitkan kembali kepercayaan diri bangsa Indonesia. Negara
menggunakan penerimaan pajak untuk menopang pembiayaan pembangunan.
Penerimaan pajak diharapkan terus meningkat agar pembangunan Negara dapat
berjalan dengan baik.

Peningkatan penerimaan pajak tercapai jika peningkatan jumlah wajib pajak
terjadi. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan
peran dari Dirtjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif
dari para wajib pajak itu sendiri. Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka
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pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya
untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah
melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan
diberlakukannya self assesment system. Self Assessment System mengharuskan
wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar serta melaporkan sendiri
jumlah pajak terutang yang menjadi kewajiban mereka.

Pajak bersifat dinamik dan mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan
ekonomi negara serta masyarakatnya. Tuntutan akan peningkatan penerimaan,
perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan
dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu ke waktu, berupa penyempurnaan
terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan, agar basis pajak
dapat semakin diperluas, sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat
dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial dan memberikan
pelayanan prima kepada wajib pajak.

Penerimaan pajak tumbuh tiap tahun, tidak berarti bahwa penerimaan negara
dari pajak telah mencapai target. Terdapat banyak hal yang menjadi penyebab tidak
tercapainya target tersebut diantaranya kepatuhan wajib pajak masih rendah dan
kurangnya aparatur negara dibidang perpajakan. Disisi lain pertumbuhan penduduk
semakin meningkat, berarti meningkat pula kebutuhan pembiayaan pembangunan
sekaligus merupakan potensi meningkatnya wajib pajak. Akan tetapi, pertumbuhan
penduduk tidak diimbangi dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Pemungutan pajak masih sulit dilakukan oleh negara meskipun pajak
dianggap sebagai sumber dana yang paling potensial bagi pembiayaan Negara, hal
ini disebabkan karena masih rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan
kepercayaan masyarakat kepada administrasi pengelolaan pajak. Masih banyak
warga yang belum memiliki kepercayaan terhadap pemerintah untuk membayar
pajak, yaitu dengan mengambil sikap acuh tak acuh terhadap kewajiban membayar
pajak.

Pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya yang kurang diketahui oleh wajib
pajak maka tidak mungkin orang secara ikhlas membayar pajak. Kekhawatiran
masyarakat dalam membayar pajak disebabkan maraknya kasus yang sering terjadi
khususnya bidang perpajakan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi
kepatuhannya, karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan
disalah gunakan oleh aparat pajak itu sendiri (arum 2012). Maka diperlukan
pengetahuan mengenai perpajakan yang baik, agar wajib pajak lebih mengerti akan
manfaat pajak baik bagi kesejahteraan diri sendiri maupun untuk pembangunan
Negara.

Penerimaan dan pendapatan pajak Negara akan meningkat jika tingkat
kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak tinggi. Artinya
jika semua wajib pajak yang ada memiliki kepatuhan dalam membayar pajak maka
pembangunan akan terlaksana dan target penerimaan dari sektor pajak dapat
tercapai. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya, kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak.
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Pelayanan fiskus yang baik akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak.
Keramah tamahan petugas wajib pajak dan kemudahan dalam sistem informasi
perpajakan termasuk dalam pelayanan perpajakan tersebut.

Kepatuhan wajib pajak sangat mempengaruhi penerimaan dan pendapatan
pajak Negara. Meskipun demikian kepatuhan wajib pajak yang ideal sangat sulit
untuk diwujudkan. Sampai sekarang masyarakat membayar pajak belum mecapai
tingkat sebagaimana yang diharapkan. Ketika masyarakat memiliki kepatuhan,
maka membayar pajak akan dilakukan dengan tepat waktu. Idealnya untuk
mewujudkan sadar dan peduli tentang kepatuhan membayar pajak, masyarakat
harus terus diajak untuk mengetahui, mangakui, menghargai, dan mentaati
ketentuan perpajakan yang berlaku.

Tax Compliance atau kepatuhan pajak diartikan sebagai kondisi ideal Wajib
Pajak yang memenuhi peraturan perpajakan serta melaporkan penghasilannya
secara akurat dan jujur (Surianto. S, 2020). Dari kondisi ideal tersebut, kepatuhan
pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan Wajib Pajak yang memenuhi semua
kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya dalam bentuk formal
dan kepatuhan material. Salah satu tolak ukur untuk mengukur perilaku Wajib Pajak
adalah tingkat kepatuhannya melaksanakan kewajiban mengisi dan menyampaikan
Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat waktu.

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu penunjang yang bisa mampu
meningkatkan pendapatan asli daerah. Menurut Devano (2006:6) kepatuhan wajib
pajak yaitu kepatuhan perpajakan yang didefenisikan sebagai suatu keadaan dimana
wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan oelaksanaan hak
perpajakannya. Kepatuhan dalam hal perpajakan merupakan suatu kedisiplinan
yang dimiliki oleh wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dibidang
perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Beberpa faktor yang
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak, pengetahuan
pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya:
kewajiban moral wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, pemeriksaan pajak dan
sanksi pajak. Keempat variabel tersebut telah diuji pengaruhnya dengan kepatuhan
wajib pajak dan menunjukan hasil yang berpengaruh secara signifikan.

Upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak juga dapat dilakukan dengan
penegakan hukum perpajakan yang konsisten dan melakukan program sosialisasi
dan penyuluhan yang masif dan terencana dengan memanfaatkan beragam media
komunikasi yang dapat menjangkau semua kalangan (Chandra Budi, 2012).

Kesadaran dan kepedulian wajib pajak sangat sulit untuk diwujudkan.
Sampai sekarang masyarakat membayar pajak belum mecapai tingkat sebagaimana
yang diharapkan. Ketika masyarakat memiliki kesadaran, maka membayar pajak
akan dilakukan dengan tidak ada rasa terpaksa dalam diri. Idealnya untuk
mewujudkan sadar dan peduli pajak, masyarakat harus terus diajak untuk
mengetahui, mangakui, menghargai, dan mentaati ketentuan perpajakan yang
berlaku.
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Kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi otoritas pajak di
Indonesia. Allingham dan Sandmo berpendapat bahwa patuh atau tidak patuhnya
wajib pajak ditentukan dengan membandingkan tingkat kepuasan yang bisa mereka
peroleh jika taat maupun melanggar pajak. Pilihan wajib pajak tersebut dipengaruhi
oleh empat hal, yaitu besarnya penghasilan, tarif pajak, risiko pemeriksaan dan
sanksi (B. Bawono Kristiaji, Dkk, 2013:7).

Selain kepatuhan wajib pajak, kepercayaan publik juga sangat berpengaruh.
Ketidak mampuan pemerintah dalam memenuhi ekspektasi publik mengakibatkan
persepsi publik terhadap pemerintah cenderung negative. Salah satu
konsekuensinya yaitu turunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah (Cheema,
2010: 3). Ketika harapan publik tidak sesuai dengan kenyataan, ketidapercayaan
masyarakat sangat mudah terbentuk. Kepercayaan publik bukan suatu hal yang
datang dengan sendirinya namun sesuatu yang bersifat sangat dinamis dan harus
dikelola (Dwiyanto, 2011: 440)

Kepercayaan publik yang dibangun oleh pemerintah mengesankan bahwa
pemerintah memiliki kapasitas yang mumpuni dalam mengelola pemerintahan.
Selain figuritas presiden, keberadaan menteri-menteri yang berkompeten serta
program-program pemerintah yang pro-rakyat mampu menaikkan kepercayaan
rakayat secara signifikan.

Di Indonesia, pemahaman akan kepercayaan masyarakat masih sangat kabur.
Konsep kepercayaan atau ketidakpercayaan publik sering digunakan untuk
menjelaskan fenomena yang berbeda-beda, memiliki cakupan yang luas, dan
merujuk pada berbagai bentuk ketidakpuasan atau kekecewaan publik terhadap
pemerintah yang dinilai gagal memenuhi harapan publik.

Kim (2010: 274) menilai bahwa akar ketidakpercayaan publik terhadap
pemerintah disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya publik merasa terpolitisi
dan aparatur Negara sering menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan
pribadi, masyarakat merasa tidak terhubung dengan pemerintah, pelayanan publik
dirasa tidak layak, sistem pemerintahan yang tidak berfungsi semestinya,
menurunnya ekonomi global atau nasional yang disebabkan oleh globalisasi,
perkembangan teknologi, skandal politik atau krisis, aparatur Negara yang tidak
kompeten dan sebab lainnya. Jika disimpulkan, permasalahan menurunnya
kepercayaan publik bermuara dari kapasitas manajemen publik dan faktor
keterlibatan publik dalam pemerintahan.

Sulawesi Barat merupakan salah satu provinsi dengan tingkat Kepatuhan
wajib pajak yang masih rendah. Beberapa fenomena menunjukan bahwa tingkat
kepatuhan wajib pajak di Mamuju perlu untuk ditingkatan. Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulselbar menyampaikan tingkat kepatuhan wajib
pajak di Sulawesi Barat 2010 hanya berkisar 69%, dan hingga tahun 2020 hanya
mencapai 82%. Jumlah wajib pajak yang terdaftar di Sulawesi Barat berjumlah 48.835
wajib pajak. Sedangkan Jumlah wajib pajak yang terdaftar di Kabupaten Mamuju
berjumlah 9.767 wajib pajak. Namun jumlah wajib pajak yang tercatat patut
menyampaikan SPT tahunan Hanya sekita 33.802, sedangkan kabupaten Mamuju
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sebanyak 6.760 wajib pajak Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kepatuhan
wajib pajak rendah di kabupaten Mamuju terlihat dari jumlah pungutan pajak yang
belum mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah.

Faktor yang digunakan untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak yaitu
Kepercayaan publik (Haning,et al, 2020). Kepercayaan publik merupakan variablel
penting terwujudnya good govermant. Kepercayaan menghasilkan legitimasi publik
yang dapat menciptakan modal sosial bagi pemerintah yang digunakan sebagai
instrumen untuk mendapatkan dukungan politik maupun sosial dalam aktivitas
pemerintah. Dengan kata lain Kepercayaan adalah faktor penting yang dapat
mengatasi krisis dan kesulitan antara organisasi dengan pelanggan.

Observasi awal oleh peneliti di Kabupaten Mamuju, ditemukan bahwa
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah mengalami penurunan. Rendahnya
kepercayaan masyarakat terjadi di sektor pembangunan infrastruktur daerah.
Beberapa masyarakat mengeluh ketersediaan jalan sebagai penghubung antar
wailayah, bahkan jalan yang tersedia dianggap belum memenuhi syarat kelayakan
bagi masyarakat. Disisi lain, Pembangunan di daerah belum ditata dengan baik,
salah satunya penyediaan ruang-ruang drainase disetiap sudut kota guna menjegah
bencana banjir akibat meningkatnya volume air.

Kepercayaan publik akan mempengaruhi motivasi wajib pajak dalam
membayar pajak. Fenomena lain terkait dengan Kepercayaan publik yaitu
kekhawatiran masyarakat terhadap maraknya kasus bidang perpajakan. Kondisi
tersebut mendorong masyarakat untuk tidak patuh, wajib pajak tidak ingin pajak
yang telah dibayarkan disalah gunakan oleh aparat pajak itu sendiri.

Penelitian ini dibatasi pada kepatuhan pajak penghasilan yang dipungut pada
wajib pajak orang pribadi. PPH atau Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan
kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh
dalam suatu tahun. sedangkan wajib pajak orang pribadi adalah setiap orang pribadi
yang memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak. Setiap orang wajib
mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP), kecuali
ditentukan dalam undang-undang.

Peneliti mencoba mengkaji Kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan kontribusi
Kepercayaan publik di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat berdasarkan fenomera
rendahnya kepatuhan pajak dan Kepercayaan Publik. Oleh karena itu peneliti
mencoba mengangkat judul “Pengaruh Kepercayaan Publik terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak”.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
kuantitatif untuk mengolah data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian.
Pendekatan kuantitatif adalah pencarian data/informasi dari realitas permasalahan
yang ada dengan mengacu pada pembuktian konsep/teori yang digunakan.
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Penulis menggunakan metode kuantitatif karena dalam penelitian ini, penulis
mendeskripsikan hasil penelitian yang didapatkan di lapangan. Setelah data
observasi, dokumentasi dan kuesioner yang dibagikan terkumpul, dimana penyajian
data menggunakan Teknik deskriptif kuantitatif yaitu metode penelitian yang
berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan.

Penelitian kualitatif menekankan pada kedalaman data yang didapatkan oleh
peneliti.penelitian deskriptif kuantitatif merupakan data yang diperoleh dari sampel
populasi penelitian dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan. Dalam
penarikan sample penulis menggunakan rumus slovin dimana jumlah sampel yang
ditarik dari populasi 9.767 adalah 384. Penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang
dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih
tanpa membuat perbandingan.Penelitian deskriptif dibuat secara sistematis, faktual
dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu.Berdasarkan teknik
pengumpulan data, peneliti menggunakan penelitian survei, di mana dalam
penelitian ini penelitian mengajukan pertanyaan tertulis, baik yang telah tersusun
dalam kuisioner.

Jenis data yang di gunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer
dan sekunder. sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan
data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh dari
sumber data yaitu berasal dari Kuesioner (angket) yang disebar oleh peneliti.
Sedangkan Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung
memeberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat
dokumen. Data sekunder pada penelitian ini merupakan data yang dapat dicari
sumber-sumber bacaan baik berupa dokumen, laporan, jurnal, ataupun buku yang
berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Setelah data terkumpul kemudian melakukan teknik analisis data. Analisis
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis
statistik inferensial. Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan
Kepercayaan Publik dan Kepatuhan wajib Pajak. Deskripsi yang dimaksud adalah
meliputi distribusi frekuensi yang mencakup skor tertinggi, skor terendah, skor rata-
rata dan standar deviasi dan analisis persentase dengan menggunakan skala likert.
Analisis statistik inferensial digunakan untuk menilai hipotesis penelitian dengan
sampel penelitian 384, menggunakan regresi linear berganda. Hal ini dapat
dilakukan setelah diadakan uji intrumen penelitian dan uji persyaratan. Apabila
instrumen telah valid dan reliabel serta syaratnya telah dipenuhi dengan uji
normalitas dan uji linearitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Statistik Deskriptif
Hasil uji statistik deskriptif penelitian ini dapat gambarkan pada tabel
sebagai berikut :
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Tabel 1. Hasil Uji Deskriptif
Descriptive Statistics

Variebel N Min Max Mean Std.
Deviation
Kepercayaan Publik 384 44.00 96.00 773750  7.93347
Kepatuhan Wajib Pajak 384 30.00 100.00 83.0143  5.67383
Valid N (listwise) 384

Sumber: Output SPSS. 25.0 (2020)

Berdasarkan tabel diatas Kepercayaan Publik (X) memiliki nilai minimum
44.00% (Cukup Baik), nilai maksimum 96.00% (Baik), dan mean 77.37% sehingga
77.37% berada di skala nilai yang menunjukkan tingkat penilaian baik pada
Kepercayaan publik. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan
sebesar 7.93347 dari nilai rata-rata penilaian responden. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
memiliki nilai minimum 30.00% (Cukup Baik), nilai maksimum 100% (Baik), dan
mean 83.01% sehingga 83.01% berada di skala nilai yang menunjukkan tingkat
penilaian baik pada Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai standar deviasi menunjukkan
adanya penyimpangan sebesar 5.67383 dari nilai rata-rata penilaian responden.

Hasil Uji Validitas
Hasil uji Validitas penelitian ini digambarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Variabel Peryataan r-tabel Keterangan
Kepercayaan Publik 1-5 0,1966 Valid
Kepatuhan Wajib Pajak 1-8 0,1966 Valid

Sumber: Output SPSS. 25.0 (2020).

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa semua item pertanyaan dalam
variabel penelitian dalam kuesioner valid dan dapat digunakan sebagai alat ukur
penelitian. Hal ini dibuktikan dengan nilai Corrected Item - Total atau r-hitung> r-
tabel dengan nilai 0,1966.

Hasil Uji Reliabilitas
Hasil uji Reliabilitas penelitian ini digambarkan pada tabel sebagai berikut:
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Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel Koefisien Alpha Keterangan
Kepercayaan Publik 0,802 > 0,601 Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak 0,853> 0,601 Reliabel

Sumber: Output SPSS. 25.0 (2020)

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas, di mana nilai koefisien
alpha>0,601, menunjukkan bahwa semua variabel yang dijadikan instrumen
dalam penelitian adalah reliabel dan dapat digunakan sebagai alat
pengumpulan data.

A. Uji Prasyarat
a. Uji Normalitas
» Hasil Uji Normalitas Regresi Y
Hasil uji Normalitas data penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

Histogram
Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

60
50

40

Frequency

30 Mean = 1.93E-14
Std. Dev.'= 0.997
4

N = 38:

20

& -4 2 0 2 4

Regression Standardized Residual

Gambar 1. Hasil Uji Normalitas Grafik Histogram Regresi Y

Grafik histogram menunjukan bahwa pola distribusi data normal. Selain itu
Pada gra]fik normal probability plot terlihat titik-titik menyebar disekitar garis
diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal:

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

04

Expected Cum Prob

o0
o

Observed Cum Prob

Gambar 2. Hasil Uji Normalitas Normal Probability Plot Regresi Y
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Dengan demikian, Melihat kedua grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa
model regresi dalam penelitian ini dapat digunakan karena memenuhi asumsi
normalitas.

b. Hasil Uji Normalitas Rergresi X
Hasil uji Normalitas data penelitian ini digambarkan sebagai berikut.

Histogram
Dependent Variable: Kepercayaan Publik

Mean = 2.00E-14
100 Std. Dev. = 0.997
N=384

80
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Frequency

40

20

-6 -4 -2 0 2 4

Regression Standardized Residual

Gambar 3. Hasil Uji Normalitas Grafik Histogram Regresi X

Grafik histogram diatas menunjukan bahwa pola distribusi data mendekati
normal, Selain itu pada grafik normal P-Plot terlihat titik-titik menyebar disekitar
garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: Kepercayaan Publik

7

Expected Cum Prob

oo
.o 02 0.4 os os 1.0

Observe d Cum Prob

Gambar 5. Hasil Uji Normalitas Normal Probability Variabel X

Dengan demikian, melihat kedua grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa
model regresi dalam penelitian ini dapat digunakan karena memenuhi asumsi
normalitas

Hasil Uji Hipotesis
A. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
Hasil pengujian dengan SPSS Untuk persamaan regersi Berganda
diuraikan dalam sebagai berikut ini:

Tabel 4. Persamaan Regresi Kepatuhan Wajib Pajak

Coefficients?

Model Unstandardized Standardized T Sig.
Coefficients Coefficients
B Std. Beta
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Error
1 (Constant) 1.575 0.122 12.891 0.000
Kepercayaan  0.376 0.050 0.415 7.537 0.000

Publik
a. Dependent Variable : Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber: Output SPSS. 25.0 (2020)

Berdasarkan tabel di atas maka diperoleh persamaan regresi Kepatuhan
Wajib Pajak sebagai berikut.
KWP =1.575 + 0.376KP
Dari persamaan dapat dijelaskan uji regresi linear Y untuk masing-masing
variabel dalam penelitian ini yaitu, Konstanta adalah 1.575 konstanta yang berarti
bahwa jika tidak ada perubahan dari variable independen (KP), Maka variabel
Dependen (KWP) sebesar 1.575. Kepercayaan Publik (X) 0.376 adalah koefisien dari
Kepercayaan Publik (X) yang artinya bahwa jika ada peningkatan Kepercayaan
Publik sebesar 0.376 maka Hasil Belajar dapat meningkat sebesar 0.376.
B. Hasil Uji Parsial
Hasil uji Parsial penelitian ini digambarkan pada tabal sebagai berikut.

Tabel 5. Ringkasan Hasil Estimasi Regresi

Variabel Koefisien  t-rasio  Probability Keputusan  VIF
Significancy
X2*Y 0.376 7.537 0.000 Signifikan 2.525

Konstanta (Y) 1.575
Konstanta (X2) 0.683
F- ratio -

(Prob- rasio) -
N 384
Sumber: Output SPSS. 25.0 (2020)

Berdasarkan gambaran tabel diatas, hasil pengujian hipotesis penelitian ini
diuraikan sebagai berikut :
C. Pengujian Hipotesis (Hz)

Tabel di atas menunjukkan bahwa variabel Kepercayaan Publik memiliki
tingkat signifikan sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat dikatakan
bahwa Kepercayaan Publik berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak. Nilai Coefisient = +0.376 menunjukkan arah pengaruh yang diberikan
Kepercayaan Publik bersifat positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga
dapat dikatakan bahwa Kepercayaan Publik berpengaruh positif dan signifikan
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Hi
terdukung.
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Kepercayaan Publik Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menemukan bahwa kepercayaan publik berpengaruh positif
dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini mengandung
arti bahwa kepercayaan publik menjadi faktor penentu Kepatuhan wajib pajak.
Semakin tinggi atau semakin meningkat kepercayaan publik yang diberikan akan
meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut disebab karena kepercayaan
publik yang diterima masyarakat diapresiasi positif oleh responden. Sebagaimana
terlihat dalam penilaian responden tabel 4.1 diatas yaitu Kepercayaan publik
memperoleh penilaian rata-rata diatas enam puluh persen yang mengandung arti
responden memberikan penilaian baik pada kepercayaan publik di kabupaten
Mamuju.

Kepercayaan publik merupakan variablel penting terwujudnya good
govermant. Kepercayaan menghasilkan legitimasi publik yang dapat menciptakan
modal sosial bagi pemerintah yang digunakan sebagai instrumen untuk
mendapatkan dukungan politik maupun sosial dalam aktivitas pemerintah. Dengan
kata lain Kepercayaan adalah faktor penting yang dapat mengatasi krisis dan
kesulitan antara organisasi dengan pelanggan. kepercayaan Publik yang digunakan
meliputi masyarakat telah mempercayai pemerintah, masyarakat telah merasakan
bahwa pemerintah tulus dalam melakukan tugas pelayanan, masyarakat merasa
pemerintah telah bersikap jujur dalam tugas pelayanan, masyarakat merasa
pemerintah telah kompeten dalam tugas pelayanan, dan masyarakat merasa
pemerintah telah bersikap adil dan tidak membedakan dalam tugas pelayanan
publik.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Kim dalam (Dwiyanto, 2011:368) bahwa
kepercayaan publik dapat diukur dari lima indikator yaitu pertama, komitmen yang
kredibel, kedua ketulusan, ketiga kejujuran, keempat kompetensi, dan kelima
keadilan. Hasil ini searah dengan temuan penelitian Haning et all (2020) bahwa
kepercayaan Publik berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib pajak.

KESIMPULAN

Kepercayaan Publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak. Hasil tersebut berarti Peningkatan Kepatuhan wajib pajak di
kabupaten Mamuju mampu didorong dari adanya peningkatan Kepercayaan
Publik. Maka dari itu, Pemerintah daerah Kabupaten Mamuju hendaknya lebih
meningkatkan Kepercayaan publik Publik di Kota Mamuju, Agar menunjang
peningkatan kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Mamuju.
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